
 

 

 

 

BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR  50  TAHUN 2017                     

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  

KABUPATEN  SUKOHARJO TAHUN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  SUKOHARJO, 

Menimbang  : a. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan 

pembangunan tahap III Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Tahun 2005-2025, maka perlu disusun 

dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, maka 

perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang  Nomor 15 Tahun  2004 tentang  
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 

Nomor 5234);    

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4816); 

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 

tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2018; 

 

 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
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Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 
Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 21); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172); 

18. Peraturan  Daerah  Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 
2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 174); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 
Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2012 Nomor   10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200); 

20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234); 

21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 

2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Nomor 236); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI  TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH  KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 

2018. 

 

 

 

 

 

 

BAB  I 

KETENTUAN  UMUM 
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Pasal  1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 

2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

3. Pemerintah Daerah  adalah Kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 
Daerah yang selanjutnya disebut Bappelbangda adalah 

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat  PD adalah 

Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.  

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut Renstra PD adalah dengan Perencanaan PD 

untuk Periode 5 (lima) tahun.  

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode1 (satu) tahun. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

12. Stakeholder atau disebut pemangku kepentingan adalah 

semua pihak terkait prakarsa pembangunan yang 

berasal dari semua aparat penyelenggara negara 
(eksekutif, legislatif, dan yudikatif), masyarakat, kaum 

rohaniawan, pemilik usaha, kelompok profesional, 

organisasi non-pemerintah, dan lain-lain. 

 

 

 

 
 

 

 
 

BAB  II 

MATERI  DAN  FUNGSI 

Pasal 2 
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RKPD Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai 

berikut:  

a. Bab I 

b. Bab II 

: 

: 

Pendahuluan; 

Gambaran Umum dan Evaluasi Hasil 
RKPD Tahun 2016; 

c. Bab III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah 
dan Kebijakan Keuangan Daerah; 

d. Bab IV :  Prioritas dan Sasaran Pembangunan 
Daerah; 

e. Bab V : Rencana Program dan Kegiatan 
Prioritas Daerah; dan 

f. Bab VI : Penutup. 

 

Pasal 3 

RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 4 

RKPD Tahun 2018  berfungsi sebagai : 

a. landasan penyusunan Renja PD Tahun 2018; 

b. landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD serta 
Plafon Anggaran Sementara untuk menyusunan RAPBD 

Tahun 2018; dan 

c. bahan penyusunan RAPBD.  

 

BAB III 

PELAKSANAAN  

Pasal 5 

 

Pelaksanaan RKPD Tahun 2018 dituangkan dalam APBD, 

dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Jawa Tengah. 

 
BAB IV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 6 

(1) Bupati melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  

terhadap penyusunan,  pengendalian  dan  evaluasi  

RKPD  Tahun 2018. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappelbangda. 

 

BAB V 

PEMBIAYAAN 

Pasal  7 
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Pembiayaan penyusunan RKPD Tahun 2018 dibebankan 

pada APBD Tahun Anggaran 2018. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.  

 

Ditetapkan di Sukoharjo 

pada tanggal 22 Mei 2017 

  BUPATI  SUKOHARJO, 

           ttd 

 

WARDOYO WIJAYA      

 

 

 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal  22 Mei  2017 

 

      SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN SUKOHARJO, 

 

                    ttd 
 

           AGUS SANTOSA 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN 2017 NOMOR 51 
 

 

 


